BAB 6
KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Perencanaan manajemen lingkungan industri kerajinan kulit UD M Joint
Exclusive Leathercraft telah tersusun. Rincian Upaya Pengelolaan Lingkungan
Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) dapat dilihat
dalam matriks UKL-UPL pada Tabel 5.6. hingga Tabel 5.9. Perusahaan wajib
menjalankan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dengan

mengacu pada matriks UKL-UPL tersebut.

6.2. Saran

Saran yang dapat direkomendasikan dalam melaksanakan perencanaan

manajemen lingkungan yaitu:

a. Perencanaan manajemen lingkungan harus menyesuaikan peraturan
pemerintah yang terbaru. Setiap terdapat revisi dari pemerintah, maka upaya
pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup harus diperbaiki sesuai
acuan hukum yang terbaru.

b. Perencanaan manajemen lingkungan ini dapat dikembangkan menjadi
Sistem Manajemen Lingkungan sehingga perusahaan dapat memperoleh
sertifikasi ISO 14001:2004 yang telah diakui secara internasional.
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